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FTERATURAN MIENTYL. | AGANMA REPUBLIK INDONESIA

\?O'VIO,\ 9 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang

Mengingat

D

NGAN RAHMA”‘ TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

2.

w

4,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
penyclenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu
menata kembali Organisast dan Tata Kerja Universitas
Islam Negeri Sultan Syaril Kasim Riau;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturar
Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas [slam Negen Sultan Syarif Kasim Riau;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik:
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2012 tentang
Pcncndlkan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoir 5336);

Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lr‘mbdran Negara, ‘?\,pubdk'
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Tndonesia Nomor 41’96);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Desen (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahan ILembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Noinor 17 Tahun 2010 tentang

Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5150) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penycienggaraan Peundidikan (Lembaran Negara
Repullik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan ...



7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomwor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi Eselon [ Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77 /KMK.05/2009
tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuanagan Badan Layanan Umum,

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor:
B/2718.0/M.PAN-RB/9/2012, tanggal 20 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF

KASIM RIAU.
BAB I
KEDUDUXAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Universitas Islam Negeri Sultan Syvarif Kasim Riau yang selanjutnya disebut
Universitas adalah perguruan tinggi yang diseclenggarakan oleh Kementerian
Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

(2) Universitas sebagaimana dimaltsud pada ayat (1) secara fungsional dibina
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. '

Pasal 2

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi
yang meliputi program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dcngan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas
menjalankan fungsi:
a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program,;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau
vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum,; |

c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 4
Organisasi Universitas terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan

organ pengawasan.

BAB II
ORGAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Organ Pengelola Universitas terdiri atas:
Rektor dan Wakil Rektor;

Lembaga; dan
Unit Pelaksana Teknis.

a.
b. Fakultas;

c. Pascasarjana;
d. Biro;

g

i

Bagian Kedua
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ huruf a mempunyai tugas
memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

oleh Menteri Agama.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor

dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
(2) Wakil Rektor sebagaimna dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang
mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan

kelembagaan;

b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan

kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan

c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai

tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga
Fakultas
Paxagraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Fakultas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur
pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggaralzo
pendidikan akademik, vokasi. dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) Fakultas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Dekan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Dalam melaksanakkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

fakultas menyelenggarakan fungsi:

a. peiaksanzan penyelenggaraan pendidikan akademik pada tingkat Sarjana,
Magister, dan Dolktor, pendidikan vokasi, dan/atau profesi di lingkungan
fakultas; }
pelalcsanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e

pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri dari:
Tarbiyah dan Keguruan,

Gyariah dan Hukum,;

ushubiddin;

Dal«:w»zih dan Komunikasi;

Sains dan Teknologt:
Psikologi, i1
Elkonomi dan Ilrmu Sosial; dan

| o6 oo g

Pertanian dan Peternakan.

Pasal 11
Organisasi Falzultas terdiri dart:
a. Dekan dan Wakil Dekan,;
b. Jurusan,
c. Laboratorium; dan
d. Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 12

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .11 huruf a mempunyai tugas
memimpin dan mengelola ~-nyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1)dan P.. |9 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sechagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan
dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

{

’* Pasal 14

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang
mempunyai tugas membantu Deckan dalam bidang akademik dan
kelembagaan;

b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang
mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan

c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas

membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan
dan kerjasama.

Paragraf 3
Jurusan

Pasal 15

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan
pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas
menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni.

(2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:
a. Ketua Jurusan;

b. Sekretaris Jurusan; dan

c. Dosen.

Pasal 17

Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai
tugas memimpin 'dan melaksanakan penyelenggaraan program studi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 18 ...
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Tasal 18
Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai
tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan,
ketenagaan, dan pelaporar.
Paragraf 4
Laboratorium
Pasal 192

(1) Laboratorium scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan
perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.

(2) Laboratorium scagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Dekan.

Paragraf S
Bagian Tata Usaha
Pasal 20
(1} Bagian Tala Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d
mempunyal tugas meclaksanakan layanan administrasi umum, akademik,
kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan
Fakul'as.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
scorang chala,y?’\g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Fasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: '

a. pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan Fakultas;

b. pelaksanaan administrasi alademik, kemahasiswaan, dan alumni di
lingkungan Fakultas; ;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
barang milik negara, dan sistem informasi di lingkungan Fakultas; dan
d. pelaksanaan pelaporan Fakultas.

'b Pasal 22

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 23

(1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, layanan
administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik

negara, kerumahtanggaan, dan sistem informasi, penyusunan rencana dan
anggaran, perbendeaharaan, akuntansl, serta pelaporan keuangan FPakultas.

{(2) Subbagian...
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{2) Subbagian Akademil;, Kemnahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 hurufl b mempunyai tugas melaksanakan layanan
administrasi akademil, penclitian dan pengabdian kepada masyarakat,
kemahasiswaan, serta pembinaan aiumni.

Bagian Ketiga
Pascasarjana

Pasal 24

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur
pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam.

Pasal 25
(1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipimpin oleh Direktur
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Direkiur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin dan
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 24 berdasarkan kebijakan Reltor.

bagian Keempat
Biro
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

(1) Bire sebagaimana dimaksud dalam Pasal O huruf d merupakan unsur
pelaksana  administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di
linglcungan Universitas.

(2) Bire terciri dari:
a. Biro Administrasi Umurn, Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

(3) Bire sebagaimana dimalsud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh
scorang Kepala vang berada di bawal dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Paragraf 2
Bire Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Pasal 27
Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut Biro AUPK mempunyai

tugas melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan,
peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 28 ...
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Pasal 28

4 ; .
Dalam melaksanaldan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Biro AUPK

menyelenggarakan ffungsi:

: ; i an, serta
a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran,

pelaporan, ' e .
b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaaq ketatausall le{tag,
kearsipan, pengeclolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi,

ser@ kerumahtanggaan; .
penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, dan peraturan

perundang-undangan; dan
d. penyiapan pelaporan Universitas.

Pasal 29

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:
a. Bagian Umum,; ‘

Bagian Perencanaan,;

Bagian Keuangan dan Akuntansi;

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum dan

© 0o o

Kelompok Jabatan Fungsional.

;

Pasal 30

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik
negara, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan publikasi.

Pasal 31
Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketgtausahaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan kerfifnahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 32
Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Humas, Dokumentasi, dan Publikasi.

Pasal 33

{1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan
dan kerumahtanggaan.

(2) Subbagian Humas, Dokumentasi, dan Publikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi,
publikasi, dan kehumasan.

Pasal 34 ...
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Bagian Perencanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b
mempunyai Lugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan

rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian
Perencanaan menyclenggarakan [ungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;

b. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan

c. pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja.

Pasal 36

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari:
a. Subbagian Data dan Informasi Perencanaan; dan
b. Subbagian Penyusunar, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 37

(1} Subbagian Data cdan [nformasi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 hurul a roernpuanvai tugas melaksanakan pengelolaan data dan
informasi perencanaan.

{2) Subbagian Penyusunan, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program
dan anggaran.

Pasal 3§

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
¢ mempunyai tugas melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi
instansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara
(SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan pelaporan keuangan.

Pasal 39

Dalarn melaksanakan tugas scbagaimana cdimaksud dalam Pasal 38, Bagian
Keuangan dan Alkuntansi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran;

peialksanaan perbendaharaan.
pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK EMN;
pclaksanaan akuntansi BLU; dan

°oa o

pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
Pasal 40
Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
a terdiri dari:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Verifikasi dan SIMAK BMN; dan
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Pasal 41 ...

e
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Pasal 41

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
anggaran dan perbendaharaan.

(2) Subbagian Verifikasi dan SIMAK BMN Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan verifikasi
anggaran, SIMAK BMN, dan akuntansi BLU. '

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam’ Pasal 40 hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.

Pasal 42

Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata
laksana, kepcgawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan olel Rektor.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 42, Bagian

Organisasi, Kepegawaian, dan Peraturan Perundang-undangan

menyclenggarakan fungsi:

a. 'pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar
operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan

C. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Fasal 44
Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf d terdiri dari:
a. Subbagian Organisrasi dan Tata Laksana;
b. Subbagian Kepegawaian; dan
c. Subbagian Hukum.

Pasal 45

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 hurufl a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan
minimal, dan evaluasi kinerja organisasi serta penyusunan laporan kinerja.

(2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai,
penyiapan pelaksanaan secleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi,
assesment dan pengembangan, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan
Universilas. ; ;

(3) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penylapan peraturan perundang-
undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.,

Paragraf 3...
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) Subbagian Layanan Akadamik sebazgaimana. dimaksud dalam Pasai 51 huruf

¢ mempunyai tugas melakukan layanan akademik.

»

Pasal 53

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
hurul b mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan
alumni.

_ Pasal 54
Dalam melaksanakan tugas sebagaithana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian
Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan adrninistrasi kemahasiswaan;
b. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
c. pelaksanaan administrasi ahuani.

Pasal 55
Bagian Kcmahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
aural b terdiri dari: ' '
a. Subbagian Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Alumni.

Pasal &
(1) Subbagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
(2) Subbagian Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pemberdayaan alumni.

FPasal 57

Bagian Kerjasama dan Keclembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
hurul ¢ mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama,
pengembangan kelembagaan, dan pembinaan PTAIS.

Pasal 58
Dalam meciaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian
Kerja sama clan Xelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerjasama;
b. pengembangan kelembagaan; dan
c. pelaksanaan administrasi pemnbinaan PTAIS.

451

9

Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
huruf c terdisi dari: -

a. Subbagian Kerja Samu dan Pengembangan Lembaga; dan

b. Subbagian Bina PTAIS,

T'asal

W

Pasal 60

(1) Subbagian Kerja S3ama dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S92 huruf a wmempunyai tugas melaksanakan penyiapan,
administrasi, dan pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi dan
lemnbagia lain. :

(2) Subbagian ...
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) Subbagian Bina PTAIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penyiapan pembinaan

PTAIS.
Bagian ¥Xelima
Lembaga
Paragraf 1
Umum
Pasal 61
(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa: » huruf e merupakan unsur
pelaksana akademilk yang melaksanakau: bagian tugas dan fungsi
Universitas di bidang penelitian, pengab:. kepada masyarakat, dan
penjaminan mutu.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (- nsing-masing dipimpin oleh
seorang Kctua yang berada di bawah dan be/*  :gung jawab kepada Rektor.
Pasal 62 '
~ Lembaga terdiri dari:
- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada iviusyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu.

Paragraf 2
Lembdga Penclitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

Lembaga Penclitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 huruf a yang sclanjutnya disebut LP2M mempunyai tugas
melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian
dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan
Rektor.

Pasal 64 .
Dalam melaksanalan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, LP2M
D menyelenggarakan fungsi: ’
a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta
pelaporan

d i

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

i

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan publikasi hasil penclitian dan pengabdian kepada masyarakat;
dan

€. pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 65
LP2M scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekrctaris;
c. Pusat; dan i
d. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 66 ...
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Pasal 65

Ketua LP2ZM sebagaiinana dimalsud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas
memimpin - dan  mengeloia  kegiatan penelitian  dan pengabdian kepada
masyarakai, wchagaimana dimalssud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berdasarkan
kebijjekan Rcltor.

fasal 67
Sekretaris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai
dengan kebijalkan Ketua.

Pasal 68

(1) Pusat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 65 huruf ¢ terdiri dari :

a. Pusat Peneclitian dan Penerbitan
b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
c. Pusat Studi Gender dan Anak.

(2) Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
2 mempunyai tugas melaksanakan penclitian dan penerbitan.

(3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
fural b mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pusat Studi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.

(5) Pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-
masing dipimpin oleh scorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan
bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pazal 692
Subbagian Tata Usaha pada LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

Jhurufl d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan,

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan
LP2M.
Paragraf 3
Lembaga Fenjaminan Mutu

Pasal 70

Lembaga Penjaminan Mutu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b
yang selanjutnya  disebut  LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu
penyelenigrzaraan kegiatan akademik.

Pasal 71 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LPM
menyelenggaralan. fungsi: _
a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta
pelaporan;
b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan

d. pelaksanaan administrasi Lembaga.
Pasal 72 ...
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Pasal 72
LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:
a. Ketua;
Sekrctaris;

b
c. Pusat; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 73

Ketua LPM scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai tugas
memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 sesuai kebijakan Rektor.

Pasal 74

Sckretaris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b mempunyai tugas
memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan
sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

- Pasal 75
-’ (1) Pusat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf ¢ terdiri dari :
— a. Pusat Pecngembangan Standar Mutu; dan

b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

(2) Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik.

(3) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
pengendalian mutu akademik.

(4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) masing~masing
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung
jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 76

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

Bagian Xeenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 77

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang
selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan
pendidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 78...

18




-’

o

Paszal 738
Unit Pelaksana Tcknis schagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari:
a. Pusat Perpustakaan;
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan data;
Pusal Pengembangan Bahasa;
Pusat Mah’ad Al-Jami’ah: dan
Pusat Pengembangan Bisnis.

o ao0 g

Pasal 79

(1) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan
kepustakaan, mengadakan kerja sama antar perpustakaan, mengendalikan,
mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustalaan. '

(2) Pusat Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pzsal 80

(1) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan
sistem inforrmasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan Jaringan dan
aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya, dan kerja
sama jaringan.

(2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada, di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum.
Perencanaan dan Keuangan.:

Pasal 81

(1) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf
€ mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa untuk
menunjang keberhasilan proses belajar dan mengajar.

(2) Pusat Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lerabaga.

Paszai 82

(1) Pusat Mah’ad Al-Jami’ah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d
mernpunyai ugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman
keislaman melalui model pendidikan pesantren dj lingkungan Universitas.

(2) Pusat Mah'ad Al-Jamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Mudir (Kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. :

Pasal 33

(1) Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e
mempunyai tugas pengelolaan, peémasaran, pengembangan dan kerjasama
bisnis Universitas.

(2) Pusat ...
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(2) Pusat Prngembangan Bisnis scbagaimana dimaksud pad ayat (1) dipimpin
oleh Kcpala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawahiw g
jawab kepacda Wali! Rekior Bidang Administrasi Umum, ‘Perencanaan dan

-

Keuangan. : s

BAB I :
ORGAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu '
rgan Fertimbangan
Pasal 84

Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari:
a. Dewan Penyantun.
b. Senat Universitas; dan
c. Senat Falkultas.
Pasal 8%

Dewan Penyantun scbagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan
badan non strultural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyaj
fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada
Rektor.

Pasal 86

Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan
badan ncrmatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang mempunyai tugas
memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor.

Pasal 87

Scnat Fakultas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf ¢ merupakan
badan normatif dan perwakilan dit ingkat Fakultas yang mempunyai tugas
memberikan saran dan pertimbangan dj bidang akademik dan non akademik
kepada Dekan.

Bagian XKedua
Organ Peagawasan

Pasal S8

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern
yang mempunyal tugas melaksanakan penigawasan, pengendalian, evaluasi,
dan audit: -{: bidang kcuangan dan kinerja Universitas.

Pasal 89
Dalam melaksarakan tugas scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 88, Satuan
Pemeriksa Intern menyclenggarakan fungsi:
a. perumusan sistem pengendalian intern;
b. pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja Universitas;
dan

C. penyampaian laporan kepada Rektor.

Pasal 90 ...
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Pasal 90

(1) Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal' 88, dipimpin
cleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Relctor.

(2) Kepala scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai .tugas me_mimpin,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 dan Pasal 89 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 91

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
90 ayat (1) dibantu oleh Scorang Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan dulcungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan
sesuai dengan kebijakan Kepala. ‘

BAB 1v
- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
N— Pasal 92
- (1) Kelompolk Jabatan hungsiona] terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawa_n,

Laboran, dan jabatap fungsional lainnya yang diangkat sesuaj dengan
kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (1) dipimpin oleh Scorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator
yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Kelompolk Jjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABV
ESELONISASI

Pasal 923
Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris

Jurusan, Ketug Lembagg, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Mudir, Kepala

Satuan Pemeriksa Intern, dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern merupakan
Jabatan non Eselon. :

Pasal 94
(1) Kepala Biro adalah jabatan Struktura] Eselon 1].a.
(2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktura] Eselon 114,
(3) Kepala Subbagian adalah jabatan Strukturai Eselon IV.a.

| | BAB VI...
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BAB V1
KIETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95
Keterntuan lebih lanjut mengenail persyaratan dan mekanisme pengangkatan
pejabat non struktural can tata kerja pada Universitas diatur dalam statuta
Universitas.

Pasal 26

Rektoer dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan
struiktural/fungsional scpanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri
Agama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97
Dengan berlakunya Peraturan Agama ini Peraturan Menteri Agama Nomor 8
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasin1 Riau dan peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidek
berlalku.

Pasal 98
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundarigan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 SURYADHARMA ALL

Diundangkan di Jakarta :
nada tanggal 15 Maret 2013

MENTERI GUXURT DAN HAIX ASAST MANUSIA

RIEPUSLIK INDOIESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPURLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 425

Salinan scsuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kcpala Biro Hukum dan Kcrja Sama Luar Negeri

S5
£H. Mubaxok, SIH, M.3c¢ . : 15
“NIP. 1@3:68/141978031001
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Lampiran surat Menteri PAN dan RB :
Nomor : B/2,2:.//IM.PAN-RB/9/2012 :
Tenggal :26 September 2012

REXAPITULAS! UNIT ORGAMISASI DAM ESELON
Ol LINGKUMGAN UNIVERSITAS iSLAM NEGERI
SuL” TAM SYARIF KASIM RIAU

3 3 " Pl g % K .
Unsur ?Irnpinan {Roklor dan 3 Wakil Rektor) - - :
2 Senal Universilas
3 Unsur Pelaksana Akademik:
1) 8 Fakullas {Dekan dan 3 Wakil Dekan): - -
2) Genal Fakulias

Non eselon
- - - Non eselon ‘

- Non eselan

- - - Non eselon
3) Jurusan - - - Non Eselon
4) Sekretariz Jurusan - - - Non eselon :
5) Laboralorium - - - Non Eselon- :

6) Bagian dan Subbagian pada g Fakullas - 8 16 :
7) Program Pasca Sarjana (Diraklur) - - - Non eselon 4
8) Lembaga Penclilian dan Pengabdian kepada Masyaralkal; -

a. Sokn:aris Lembaga -

b. 3 Puzsat

- Non esclon
- - Non eselon

- - - Non eselon ;
€) Lsmbaga Penjarninan Muly - - - Non eselon {
a. Sckrelaiis .embaga - - - Non eselon :

I
b. 2 Pusat - - - Non eselon i

10) Subbagian TU pada Lembags Penelitian dan Pengabdian - -

2 ;

kepada Masyorakal, dan Lembdaga Penjaminan Mulu -

I 11) 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT):
a. Pusal Perpuslakaan - - - Non eselon ‘

b. Pusat Sislern Teknologi Informasi - - - Non eselon ,

c. Fusal Pengembangan Bzhasa - - - Non eselon

d. Puszl Mahad Al-Jamiah . . - = . Non eselon.* =

e. Pusat Pengembangan Bisnis - - - Non eselon

4 Unsur Polaksana Administrasi:
1) Biro Adminislrasi Umum dan Keuangan 1 4 10 ;

2) Blro Adminisirasi Akademik dan Kemahasiswaan 1 3 7

5 Dewan Penyanlun - - :
6 Saluan Pemeriksa Iniern - - - Non eselon
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